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BUPATI KUOUS 
PROVINS( JAWA TENOAH 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR J I TAIIUN '1l •1> 

TENTANq 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 

DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran· 

4 . Undanr,-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rcncann 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesin 

Nomor 4700); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Len tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ1k Indonesia 
Tahun 2014 Nomor_ 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tela h diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undan g 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencan a 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentan g 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

Pera~an Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah an 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemba ra n 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencan a 
Pembangunan Jangka · Menengah Nasional Tahun 
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pe~oinan Pe~gelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Ind0Qes1a Tahun 
2011 Nomor 310); 

Peraturan Menteri D~am Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah da'.n Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara ..,.Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 590); 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lernbaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, 
Tarnbahan Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 110); 

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nornor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3 , 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nornor 4 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pernbangunan Daerah Kabupaten 
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 
Nomor 4, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 107); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nornor 11 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nornor 113); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun · 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 193); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah- yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

2. Bupati adalah Bupati Kudus. 

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu 
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Kabupaten. 

4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya 
disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku 
kepentingan dalam rangka menyusun rencana 
pembangunan daerah. 

5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP 
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selartjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belarija 
Daerah Kabupaten Kudus. 

, 10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus. 

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara Kabupaten Kudus. 

t ~~ 0 
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Pasal 2 

( l) RKPD Ka bu paten Kudus merupakan dokurnen perencanaan 
pembangunan Kabupaten Kudus untuk periode 1 (satu) tahun 
anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 . 

(2) RKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berpedoman pada 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2018-2023. 

(3) RKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) memuat 
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang 
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang 
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

(4) RKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 
dalam Penyusunan KUA, PPAS, Rencana Kerja Perangkat 
Daerah, dan rancangan APSD Tahun Anggaran 2021 . 

Pasal 3 

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Supati ini. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Kudus. 

Telah tliteliti alas kebcnaranya : 

No. Jabatan Pl\d 

L SF:t:'M ' U 
't ,-~r ,-·-

\I 1 ? • " '" ,r , ~r·o~ .,., . I\ ',) , _jl \. • l I 

1-~ -

~ i ~~~':; _~m~i~~ ?A~ I 
4. KE.'ALJ\ r; B,\vlA.'//KA:ITOR/BIDANG 

5. 13AGIAN HUKUhl ~ -•.:--.--...-
Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 15 J uli 20cO 

SEKRETARI~ ~;x:;UPATEN KUDUS, 

SAM'ANI INT~ 

SERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN cCZO 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 1~ Juli "'J~J 

Plt. SUPATI KUDUS 
WAKIL SUPATI, 

HARTOPO 

NOMOR 31 . 
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